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1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah 

2. Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 

SASARAN 

RENSTRA 

IKU 1. Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%) 

2. Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang) 

3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai) 

PROGRAM 
 

Indokator 

Program 

 2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

• Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB   (Miliar Rupiah) 

• Peningkatan PBB dan BPHTB   (Miliar Rupiah) 

• Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang) 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KEGIATAN 
UTAMA 

 
Indikator 
Kegiatan 

 

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

1. Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen) 

2. Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen) 

3. Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 

KEGIATAN 
PENUNJANG 

 
Indikator 
Kegiatan 

 
1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 

2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

3. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik 

Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Terlaksananya          Penyelenggaraan          Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis) 

4. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis) 

5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis) 

6. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan    

Peralatan    dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB KEGIATAN UTAMA   -    Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Utama 

 

1. Perencanaan 
Pengelolaan Pajak 
Daerah 
 

• Jenis (Dokumen 

pendaftaran Pajak Daerah 

yang diajukan; objek dan 

subjek pajak daerah yang 

terdata; potensi sumber-

sumber pendapatan pajak 

daerah yang teridentifikasi; 

(Obyek Pajak) 

• Jenis Dokumen (Realisasi 

Penerimaan Pajak Daerah; 

tunggakan Pajak Daerah 

yang terhutang (Dokumen) 

• Dokumen penerimaan pajak 

dan retribusi daerah untuk 

penghitungan bagi hasil 

pajak dan retribusi ke 

desa(dokumen) 

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

2.  Analisa dan 
Pengemban
gan Pajak 
Daerah 
serta 
Penyusunan 
Kebijakan 
Pajak 
Daerah 

 
 
• Jumlah SK yang 

diterbitkan 

mengenai 

pembinaan di 

bidang 

intensifikasi 

pajak daerah 

(SK) 

3.  Pendataan 
dan 
Pendaftaran 
Objek Pajak 
Daerah 

 
 
 
• Jumlah Laporab 

Hasil Pendataan 

dan Pendaftaran 

Objek Pajak 

Daerah, Subjek 

Pajak dan Wajib 

Pajak Daerah 

4.  Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 
Pajak Daerah 

 
• Perubahan Peta Objek Pajak (bidang) 

• Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan yang diterbitkan (lembar) 

• Jenis Dokumen Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan Perkotaan (buku) 

• Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak yang dinilai ulang (OP), 

• Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan 

pengembalian kelebihan pajak Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang 

diproses (Laporan) 

• Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK) 

• Jumlah data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah (lembar) 

5.  Penilaian 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
Perdesaan 
dan 
Perkotaan 
(PBBP2) 
serta Bea 
Perolehan 
Hak atas 
Tanah dan 
Bangunan 
(BPHTB) 

 
 
 
• Jumlah Objek 

Pajak yang 

disesuaikan 

NJOP nya 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

 
6.  Penetapan 

Wajib Pajak 
Daerah 

 

 
• Jumlah 

Dokumen 

Ketetapan 

Pajak 

Daerah 

7.  Pelayanan 
dan 
Konsultasi 
Pajak Daerah 

 

 
• Jenis laporan 

(Berkas 

pengaduan 

pajak daerah; 

surat 

keberatan dan 

surat 

permohonan 

banding yang 

tertangani; 

permohonan 

keberatan dan 

pengurangan 

pajak daerah 

yang diteliti) 

(berkas) 

8.  Penelitian 
dan 
Verifikasi 
Data 
Pelapora
n Pajak 
Daerah 

 
 
• Jumlah 

Data 

Pelaporan 

Pajak 

Daerah 

yang telah 

dilakukan 

Penelitian 

dan 

Verifikasi 

9.  Penagihan 
Pajak 
Daerah 

 
 
 
 
 
• Jumlah 

pajak yang 

tertagih 

dari wajib 

pajak jatuh 

tempo (Rp) 

10. Penyelesaian 
Keberatan 
Pajak 
Daerah 
 

 
 

• Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penyelesaian 

Keberatan 

Pajak Daerah 

11.  Pengendalian, 
Pemeriksaan 
dan 
Pengawasan 
Pajak Daerah 

 
 
• Jumlah 

Dokumen Hasil 

Pemeriksaan 

serta 

Pengendalian 

dan Pengawasan 

Pajak Daerah 

12.  Pembinaan 
dan 
Pengwasan 
Pengelolaan 
Pajak Daerah 
dan Retribusi 
Daerah 

 
• Jumlah Laporan 

Hasil Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

11.  Elektronikafikasi 
Transaksi 
Pemerintah 
Daerah 

 
• Jumlah Laporan 

Perkembangan 

Elektronikfikasi 

Transaksi 

Pemerintah Daerah 



 
SUB KEGIATAN PENUNJANG   -   Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang 

 

1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  

3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

3.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 

 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 

 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah) 

4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perijinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  

Jumlah dibayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama 12 bulan 

Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang) 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 


